
 

SKRIPSI 

 

 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TUNTUTAN 

PIDANA JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) DALAM PERKARA 

KONEKSITAS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA PALEMBANG 

 

 

 

 

 

OLEH: 

ARIKA NISFA AULIA 

NIM. 502021041 

 

 

 

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan 

dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANGTAHUN 

2025 



 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TUNTUTAN 

PIDANA JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) DALAM PERKARA 

KONEKSITAS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA PALEMBANG 

 

SKRIPSI 

 

 

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program 

Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 

 

 

Oleh: 

Arika Nisfa Aulia 

502021041 

 

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi 

 

Pembimbing I Pembimbing II 

 

 

 

 

 

Atika ismail S.H., M.H Febrina hertika rani S.H., M.H 

NBM /NIDN: 0213116001 NBM /NIDN: 0201028802 

 

 

 

Mengetahui, 

Program Studi Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Muhmmadiyah Palembang 

Wakil Dekan 1, 

 

 

 

 

 

Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum 

NBM /NIDN: 1100662/0209066801 

 

 

 



 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG 

FAKULTAS HUKUM 

PERSETUJUAN PENGESAHAN 

 

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN 

TUNTUTAN PIDANA JAKSA PENUNTUT UMUM 

(JPU) DALAM PERKARA KONEKSITAS DI 

KEJAKSAAN NEGERI KOTA PALEMBANG 

 

 

NAMA : Arika Nisfa Aulia 

NIM 502021041 

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum 

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana 

Pembimbing 

1. Atika ismail S.H., M.H ( ) 

2. Febrina hertika rani S.H., M.H ( ) 

Palembang, 2025 

 

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI : 

Ketua : ( ) 

Anggota : 1. ( ) 

2. ( ) 

 

 

DISAHKAN OLEH 

DEKAN FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG 

 

 

 

 

 

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. 

NBM/NIDM: 725300/0210116301 

 

 

iii 



 

PENDAFTARAN SKRIPSI 

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Unniversitas Muhammadiyah 

Palembang Strata 1 

NAMA : Arika Nisfa Aulia 

NIM 502021041 

PRODI : ILMU HUKUM 

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN 

TUNTUTAN PIDANA JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) 

DALAM PERKARA KONEKSITAS DI KEJAKSAAN 

NEGERI KOTA PALEMBANG 

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis 

berhak memakai gelar : 

SARJANA HUKUM 
 

 

 

Pembimbing I Pembimbing II 

 

 

Atika ismail S.H., M.H 

 

 

Febrina hertika rani S.H., M.H 

NBM /NIDN: 0213116001 NBM /NIDN: 0201028802 

  

Mengetahui, 

Program Studi Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 

 Wakil Dekan I, 

 

 

H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. 

NBM/NIDN : 1100662/0209066801 

 

 

iv 



 

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : Arika Nisfa Aulia 

NIM 502021041 

Email : Arikanispaaullia@gmail.com 

Fakultas : Hukum 

Program Studi : Hukum 

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tuntutan Pidana Jaksa 

Penuntut Umum (JPU) dalam Perkara Koneksitas di Kejaksaan 

Negeri Kota Palembang 

 

 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan 

untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah 

Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya, 

2. Hasil karya say aini bukan sanduran/terjemahan melaikan merupakan 

gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya 

sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik dan 

narasumber penelitian, 

3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang 

telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing dan, 

4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis 

atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam 

naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam 

daftar Pustaka. 

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti 

ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia 

menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya 

saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas 

Muhammadiyah Palembang. 

Palembang, 

 

 

 

 

 

Arika Nisfa Aulia 

 

 

v 

mailto:Arikanispaaullia@gmail.com


 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

“Orang lain ga akan bisa paham struggle dan masa sulit nya kita yang mereka ingin 

tahu hanya bagian succes stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada 

yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa 

yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang!” 

 

 

“Berbagai cobaan dan hal yang buat buat kau ragu jadikan percikan tuk menerpa 

tekadmu, jalan hidupmu hanya milikmu sendiri rasakan nikmatnya hidupmu hari 

ini.” 

Baskara Putra- Hindia 

 

 

“Jangan takut nak, walaupun Ibu dan Bapak berada di langit tetapi jiwa kami berada 

di sisi Arika” 

-Ibu dan Bapak 

 

ِّضَُ'َوَافََُ  ها ِّللََْ َا ِّلَىَي˜ََْْامَْر ََِّو 

Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. 

-Qs Al Ghafir:44- 

 

 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, keluarga terkasih, kekasih, 

serta teman teman seperjuangan almamater kebanggaan saya Universitas 

Muhammadiyah Palembang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi 



 

BIODATA 

 

Data Pribadi 

Nama : Arika Nisfa Aulia 

NIM 502021041 

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 18 Maret 2004 

Status : Belum Kawin 

Agama : Islam 

Pekerjaan : Belum Bekerja 

Alamat : Jalan PDAM Bukit Lama ,RT/RW: 070/003, Ilir Barat 1, 

Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30139 

No. Telp : +628127363533 

Email : Arikanispaaullia@gmail.com 

No. HP : +628127363533 

Nama Ayah : Turiska wijaya S,H 

Pekerjaan Ayah : Wiraswasta 

Alamat  : Jalan PDAM Bukit Lama ,RT/RW: 070/003, Ilir Barat 1, 

Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30139 

No. Hp : +6282341415445 

Nama Ibu : Siti Sundari 

Pekerjaan Ibu : Wiraswasta 

Alamat  : Jalan PDAM Bukit Lama ,RT/RW: 070/003, Ilir Barat 1, 

Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30139 

No. HP : +6288268079082 

Wali : - 

 

Riwayat Pendidikan 

TK : TK Al Ikhlas Palembang 

SD : MI Hijriyah 2 Palembang 

SMP : SMP Negeri 2 Palembang 

SMA : SMA Negeri 10 Palembang 

 

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum 

Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii 

mailto:Arikanispaaullia@gmail.com


 

ABSTRAK 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TUNTUTAN 

PIDANA JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) DALAM PERKARA 

KONEKSITAS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA PALEMBANG 

ARIKA NISFA AULIA 

 

 

ABSTRAK 

Perkara koneksitas merupakan isu penting dalam sistem peradilan pidana di 

Indonesia, di mana kasus-kasus ini melibatkan pelaku dari unsur sipil dan militer. 

Penanganan perkara koneksitas memerlukan koordinasi yang efektif antara 

berbagai lembaga penegak hukum, termasuk Kejaksaan, Oditurat Militer, dan 

Kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tuntutan 

pidana oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara koneksitas di Kejaksaan 

Negeri Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

empiris dengan wawancara mendalam kepada Jaksa Penuntut Umum yang terlibat 

dalam penanganan perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pelaksanaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota 

Palembang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, 

terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain kurangnya sinergi antar 

lembaga, perbedaan prosedur hukum antara peradilan umum dan militer, serta 

kesulitan dalam pengumpulan bukti yang cukup. Koordinasi yang lemah antara 

instansi terkait sering kali memperlambat proses penyelidikan dan penuntutan, 

sedangkan perbedaan sistem hukum dapat menciptakan kompleksitas dalam 

pemrosesan perkara. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi 

antar instansi, penguatan regulasi yang mengatur perkara koneksitas, serta 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum. Dengan langkah- 

langkah tersebut, diharapkan efektivitas penanganan perkara koneksitas dapat 

meningkat, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara optimal bagi semua pihak 

yang terlibat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks hukum pidana dan peradilan 

koneksitas di Indonesia. 

 

 

Kata Kunci: Tuntutan Pidana, Jaksa Penuntut Umum, Koneksitas, Kejaksaan 

Negeri, Hukum Pidana. 
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ABSTRACT 

LEGAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL DEMANDS 

BY THE PUBLIC PROSECUTOR (JPU) IN CONNECTION CASES AT THE 

DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE OF PALEMBANG CITY 

ARIKA NISFA AULIA 

 

 

ABSTRACT 

Connection cases are an important issue in the criminal justice system in Indonesia, 

where these cases involve perpetrators from both civilian and military elements. 

Handling connection cases requires effective coordination between various law 

enforcement agencies, including the Prosecutor's Office, the Military Audit Office, 

and the Police. This study aims to analyze the implementation of criminal charges 

by the Public Prosecutor (JPU) in connection cases at the Palembang City District 

Attorney's Office. The research method used is an empirical approach with in-depth 

interviews with the Public Prosecutors involved in handling the case. The results of 

the study indicate that the implementation of criminal charges by the Public 

Prosecutor at the Palembang City District Attorney's Office has been carried out in 

accordance with applicable legal provisions. However, there are several obstacles 

faced, including the lack of synergy between institutions, differences in legal 

procedures between general and military courts, and difficulties in collecting 

sufficient evidence. Weak coordination between related agencies often slows down 

the investigation and prosecution process, while differences in legal systems can 

create complexity in case processing. This study recommends improving 

coordination between agencies, strengthening regulations governing connection 

cases, and increasing the capacity of human resources in the legal field. With these 

steps, it is expected that the effectiveness of handling connectivity cases can be 

increased, so that justice can be upheld optimally for all parties involved. This 

research is expected to contribute to the development of legal science, especially in 

the context of criminal law and connectivity justice in Indonesia. 

 

 

Keywords: Criminal Charges, Public Prosecutor, Connectivity, District Attorney's 

Office, Criminal Law. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap anggota masyarakat wajib mentaati segala peraturan-peraturan dan 

ketentuan-ketentuan, sebagai warga negara tidak dapat bertindak sekehendak 

hati, oleh karena itu setiap warga negara harus mengatur perjalanan hidup sehari- 

hari menurut garis-garis tertentu, sesuai dengan ketetapan-ketetapan dan 

peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh negara. 

Dalam memberikan rasa adil, setiap warga Negara baik itu dari militer 

maupun sipil harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang 

ada. Hal ini tidak bisa terwujud tanpa adanya aturan yang mengatur dan yang 

menjalankan hukum di lingkungan militer dalam hal ini sistem Hukum Peradilan 

Militer di Indonesia mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 

tentang Peradilan Militer. Dalam bidang penuntutan dan Pelaksanaan putusan 

hakim tidak dilakukan oleh Lembaga Kejaksaan pada umumnya, tetapi 

dilakukan oleh Lembaga Oditurat Militer.
1
 

Koneksitas merupakan tindakan pidana oleh masyarakat sipil dilakukan 

bersama-sama anggota militer, artinya sipil tersebut sepatutnya berhak diadili 

pada pengadilan umum, dan anggota militer diadili di Pengadilan Militer
2
 

Kerterrlibatan pernanganan perrkara di Perngadilan Militerr pada 

pernyerlersaiannya mernyerrtakan kerjaksaan tinggi mernimbang kerjaksaan 

merrurpakan lermbaga permerrintah yang mermiliki werwernang pada bagian 

pernurnturtan sersurai perngaturran yang berrlakur. Perrkara konerksitas terrdapat 

pernyerrtaan baik turrurt serrta. Kaidah yang merngaturr terrpaurt derngan pernanganan 

perrkara konerksitas terlah diaturr dalam perngaturran terntang perradilan militerr dan 

(Kitab Urndang- Urndang Hurkurm Acara Pidana) KUrHAP.
3
 

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana”, 

konerksitas berrasal dari bahasa latin yaitur Connerxio yang dapat diartikan tindak 

pidana yang diperriksa olerh perngadilan dalam lingkurngan perradilan urmurm 
 

1 Moch. Faisal Salam, 2017, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, 

Bandung, hlm 223 
2 Ibid., hlm 225 
3 Putu Nadya Prabandari, I Nyoman Gede Sugiartha dan I Made Minggu Widyantara, 

Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas, 

Jurnal Analogi Hukum, 4 (2) (2022), hlm 182-186,2022 

 

 

1 



2 
 

 

terrhadap merrerka yang berrsama-sama merlakurkan derlik yang terrmasurk dalam 

lingkurngan perradilan urmurm dan militerr kercurali jika kerrurgian yang ditimburlkan 

olerh derlik terrserburt terrlertak pada kerperntingan militerr maka diadili olerh perradilan 

militerr.
4
 

Mernurrurt Urndang-Urndang No. 5 Tahurn 1950 terntang mernertapkan Urndang- 

urndang darurrat terntang Sursurnan dan Kerkurasaan Perngadilan Kerjaksaan dalam 

Lingkurngan Perradilan Kerterntaraan" serbagai Urndang-Urndang Ferderral. Pasal 4 

yang mernyatakan: Kerjahatan ataur perlanggaran yang dilakurkan olerh merrerka yang 

terrmasurk golongan yang dimaksurd dalam Pasal 3 surb a, b dan c berrsama-sama 

derngan orang yang tidak terrmasurk golongan itur, diadili olerh suratur perngadilan 

dalam lingkurngan perradilan urmurm kercurali jikalaur mernurrurt pernertapan Mernterri 

Perrtahanan derngan perrserturjuran Mernterri Kerhakiman perrkara itur harurs diadili olerh 

suratur perngadilan dalam lingkurngan perradilan kerterntaraan. 

Konserp awal dibernturknya kerternturan merngernai perradilan konerksitas ini 

diturjurkan agar: 

1. Prosers permerriksaan lerbih murdah dan lancar. 

2. Perrkara dapat diserlersaikan derngan waktur, biaya dan ternaga ser-erferktif 
murngkin. 

3. Dapat merngurngkapkan sercara lerbih terpat terntang fakta yang serbernarnya 
(dalam rangka mermperrolerh kerbernaran materrierl). 

4. Perrtimbangan hakim lerbih objerktif dan komprerhernsif (merncakurp serlurrurh 
asperk objerk dan surbjerk tindak pidana) serhingga hakim dapat mernjaturhkan 
purtursan seradil- adilnya. Jerlasnya perradilan konerksitas sercara konserptural 
diperrlurkan gurna mernurnjang asas hurkurm acara pidana yang berrlakur di 

Indonersia yakni perradilan cerpat, serderrhana dan biaya ringan.
5
 

Prosers perrkara Perngadilan Militerr khursursnya perrkara konerksitas mernurnturt 

Orditurr dan Jaksa mermpurnyai turgas sama, akan tertapi tidak mermiliki koordinasi 

terknis yang mermpurnyai hurburngan kerterrlibatan pada surbyerk hurkurm perrkara 

konerksitas apabila tidak merlerwati interrerlasi akan mermbawa dampak disparatis 

pernanganan perrkara.
6
 

Mengutip dari jurnal milik Rokilah yang berjudul “The role of the 

regulations in Indonesia state system”, perraturran perrurndang-urndangan mernjadi 

sangat pernting, terrurtama dalam rangka permbernturkan sisterm hurkurm nasional, 

serbab sergala kerhidurpan, baik kerhidurpan berrnergara, kerhidurpan berrbangsa, 

maurpurn kerhidurpan berrmasyarakat harurs didasarkan pada hurkurm. Artinya, 

sergala tindakan harurs didasarkan atas perraturran perrurndang-urndangan yang sah 

dan terrturlis. Sercara ersernsial perraturran perrurndang-urndangan furngsinya adalah 
 

4 Andi Hamzah, 2017, Hukum Pidana, Gramedia, Jakarta, hlm 62 
5 Wisnubroto dan Widiartana, 2016, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, hlm 74. 
6 Faisal, S. M., Op.Cit., hlm 1 
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merngaturr sersuratur surbstansi urnturk mermercahkan suratur masalah yang ada dalam 

masyarakat dalam rangka perlayanan kerpada masyarakat. Derngan kata lain 

perraturran perrurndang-urndangan serbagai instrurmern kerbijakan permerrintah dalam 

rangka perlayanan kermasyarakatan apapurn bernturknya, apakah permertaan, 

perngersahan, perncaburtan, dan perrurbahan.
7
 

Mernurrurt Pasal 2 ayat (2) Urndang-urndang Nomor 16 Tahurn 2004 terntang 

Kerjaksaan Rerpurblik Indonersia, mernyatakan bahwa: Kerjaksaan Rerpurblik 

Indonersia serlanjurtnya dalam urndang-urndang ini diserburt kerjaksaan, adalah 

lermbaga permerrintahan yang merlaksanakan kerkurasaan nergara dibidang 

pernurnturtan. 

Kalaesar Anna dalam jurnalnya yang berjudul “Kewenangan jaksa agung 

muda bidang pidana militer dalam penuntutan tindak pidana koneksitas” 

menerangkan bahwa serlain turgas dan kerwernangan Jaksa serbagai pernurnturt 

urmurm Jaksa jurga berrperran dalam bidang kerterrtiban dan kerterntraman urmurm, 

serlain itur Jaksa derngan surrat kurasa khursurs dapat berrtindak baik dilurar maurpurn 

di dalam perngadilan urnturk dan atas nama nergara ataur permerrintah dalam perrkara 

perrdata dan tata ursaha nergara. Ditambah lagi Kerjaksaan Rerpurblik Indonersia 

jurgaberrperran serbagai pernyidik dalam berberrapa tindak pidana khursurs serbagai 

mana yang diaturr di dalam Urndang-Urndang. Pernurnturtan merrurpakan salah satur 

hal terrpernting dalam suratur prosers pernergakan hurkurm. Adanya prosers pernurnturtan 

yang mernjadi bagian dari perradilan pidana diharapkan dapat mernciptakan 

kerterrtiban dan kerterntraman dalam masyarakat, serrta perncergahan dan pernindakan 

serterlah dilakurkannya suraturtindak pidana. Serbab, inti kerlermbagaan dari sisterm 

permerrintahan berrdasarkan surprermasi hurkurm, tidak hanya terrlertak pada 

perradilan inderperndern yang kurat tertapi jurga pernurnturtan yang erferktif 

berrkomitmern urnturk mernergakkan surprermasi hurkurm dan hak asasi manursia 

dalam administrasi perradilan.
8
 

Tindak pidana itur serndiri sercara urmurm merrurpakan perrwurjurdan dari 

perrburatan diserrtai sikap batin terrterntur yang mermernurhi rurmursan dari suratur 

urndang-urndang yang dilakurkan olerh surbjerk hurkurm. Kitab Urndang-Urndang 

Hurkurm Pidana merlindurngi kerperntingan urmurm bagi sertiap individur, serdangkan 

Kitab Urndang- Urndang Hurkurm Pidana Militerr merlindurngi kerperntingan militerr 

bagi surbjerk hurkurm militerr. Akan tertapi kertika surbjerk hurkurm militerr merlanggar 

kerperntinganurmurm maka terrjadi perrkara konerksitas.
9
 

Mengutip berita dari artikel Tempo.com, salah satur contoh perrkara 

konserksitas, dimana korban yang dicurlik dan dianiaya berrsama Imam Masykurr, 

dihadirkan dalam sidang terrhadap satur anggota Paspamprers dan dura oknurm TNI 

di Perngadilan Militerr Cakurng, Jakarta Timurr, saksi mermberrikan kersaksiannya 

 

7 Rokilah, The Role of the Regulations in Indonesia State System, AJUDIKASI : Jurnal 

Ilmu Hukum, Volume 4 nomor 1, Juni 2020. Hlm 29-38 
8 Kelaesar Anna Hasanah Lapae et al. Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana 

Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas, Journal of Lex Generalis, Vol. 3, No. 9, 

2022., hlm. 1506-1521 
9 Kelaesar Anna Hasanah Lapae et al. Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana 

Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas, Journal of Lex Generalis, Vol. 3, No. 9, 

2022., hlm. 1507 

https://www.tempo.co/tag/imam-masykur
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perrihal kronologi perncurlikan dan pernganiayaan yang mernimpa dia dan Imam 

Masykurr. Serlain Khaidar, Oditurr Militerr jurga mernghadirkan 3 saksi, terrmasurk 

ibur Imam Masykurr. Serbagai saksi urtama, Khaidar mermberberrkan kronologi 

pernganiayaan yang mernerwaskan Imam Masykurr di dalam mobil para 

perncurlik.
10

 

Kerpala Staf Angkatan Darat (KSAD) merndurkurng perradilan konerksitas 

urnturk 3 (tiga) oknurm prajurrit TNI yang mernerwaskan pria berrnama Imam 

Masykurr, dan mernyatakan merndurkurng jika perradilan konerksitas digerlar urnturk 

kasurs perncurlikan, permerrasan, dan pernganiayaan berrurjurng maurt terrserburt. Serta 

merndurkurng agar kertiga perlakur diberrikan hurkurman serberrat-berratnya.
11

 

Contoh perrkara konerksitas kasurs korurpsi lain yang terrjadi turrurt serrta 

merlibatkan pihak militerr dan pihak sipil ialah perrkara korurpsi kasurs perngadaan 

Herlikopterr AW 101. Dalam perrkara korurpsi ini terlah ditermurkan kerrurgian nergara 

serkitar Rp.224 Miliar dari nilai proyerk permberlian Herlikopterr AW 101 serbersar 

Rp.738 Miliar. Komisi Permberrantasan Korurpsi (KPK) dan Polisi Militerr TNI 

(Pom TNI) mernertapkan 6 orang terrsangka masing-masing 1 orang sipil dan 5 

lainnya anggota TNI yang dijerrat merlanggar Pasal 2 ayat (1) ataur Pasal 3 

Urndang-urndang No. 31 Tahurn 1999 jo Urndang-urndang No. 20 Tahurn 2001 

terntang perrurbahan atas Urndang- urndang No. 31 Tahurn 1999 terntang 

Permberrantasan Tindak Pidana Korurpsi jo Pasal 55 ayat (1) ker-1 KUrHP. 

Herlikopterr AW 101 adalah Herlikopterr yang murlanya diberli olerh TNI Angkatan 

Urdara (AUr) urnturk kerburturhan kerndaraan VVIP yang akan digurnakan olerh 

Prersidern. Kronologis perngadaannya berrmurla pada tanggal 29 Jurli 2016 TNI AUr 

merlakurkan terkern kontrak kerrjasama perngadaan Herlikopterr AW 101 sernilai 

Rp.738 Miliar derngan PT. Diratama Jaya Mandiri (serbagai permernang ternderr), 

tanggal 14 Serptermberr 2016 Panglima TNI pada saat itur mernyurrati Kerpala 

Staff Angkatan Urdara (KASAUr). KASAUr pada saat itur urnturk mermbatalkan 

perngadaan karerna Prersidern mernilai harga Herlikopterr AW 101 kermahalan 

serhingga mernolak urnturk dijadikan kerndaraan VVIP, namurn lantaran surdah 

terrikat kontrak kerrjasama derngan PT. Diratama Jaya Mandiri maka perngadaan 

tertap dilakurkan. Tanggal 29 Dersermberr 2016 Panglima TNI berrdasarkan arahan 

prersidern mermburat surrat perrintah awal inverstigasi, pada awal burlan Ferbrurari 

2017 Panglima TNI mernerrima hasil inverstigasi, kermurdian Panglima TNI 

mermurturskan urnturk berkerrjasama derngan Polri, BPK, PPATK dan KPK urnturk 

inverstigasi lanjurtan. Hasil inverstigasi/pernyerlidikan gaburngan TNI dan KPK 
 

 

 

10 https://WWW.tempo.co/ hukum/kronologi-penganiayaan-dan-pembunuhan-imam- 

masykur-oleh-anggota-papampers-dan-tni-125481, diakses tanggal 13 november2024. 
11 https://news.detik.com/berita/d-6914362/ksad-dukung-peradilan- koneksitas-untuk- 

3-oknum-tni-tewaskan-imam-masykur 

http://www.tempo.co/
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mernertapkan para terrsangka baik militerr dan sipil yaitur masing- masing 1 orang 

sipil dan 5 lainnya anggota TNI.
12

 

Armunanto dalam jurnalnya yang berjudul “Lembaga penyidik dalam 

sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia” menjelaskan bahwa pernanganan 

kasurs konerksitas perlanggaran yang serrta merrta dikerrjakan berrsama-sama olerh 

surbyerk hurkurm yang terrcatat di perradilan berrsama dan dilmil diadili pada 

perradilan urmurm terrkercurali terrdapat kertertapan Mernterri Perrtahanan dan 

Keramanan derngan kerserpakatan Mernterri Kerhakiman, merngernai kasurs terrserburt 

perrlur adanya permerriksaan dan dipurturskan olerh dilmil. Kermurdian pernyidikan 

perrkara yang terrterra dilaksanakan derngan dibernturk tim gaburngan tertap yang 

terrdiri ataspernyidik, polisi militerr dan Otmil sersurai derngan turgas dan hurkurm 

yang berrfurngsidalam merlakurkan pernyidikan perrkara pidana.
13

 

Berdasarkan latar belakang tersebut,maka penulis tertarik untuk 

membahas skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan 

Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dalam Perkara Koneksitas di 

Kejaksaan Negeri Kota Palembang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berrtitik tolak dari urraian pada latar berlakang di atas, maka perrmasalahan 

yang akan dikaji dalam pernerlitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dalam 

perkara koneksitas di kejaksaan Negeri Kota Palembang? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam perkara 

koneksitas di Kejaksaan Negeri Kota Palembang? 

 

 

 

 

 

 

 

12 Nur Indah Fatmawati, Panglima TNI Beberkan Kronologi Terbongkarnya Kasus Heli 

AW 101, Detiknews, diakses dari https://news.detik.com/berita/d-3512299/panglima-tni- 

beberkan-kronologi-terbongkarnya-kasus-heli-aw-101, pada tanggal 12 oktober 2018 pukul 

21.00 WIB 
13 Armunanto Hutahaean dan Erlyn Indarti, Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan 

Pidana Terpadu Di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.16 No.1- Maret 2019,27-41 

https://news.detik.com/berita/d-3512299/panglima-tni-beberkan-kronologi-terbongkarnya-kasus-heli-aw-101
https://news.detik.com/berita/d-3512299/panglima-tni-beberkan-kronologi-terbongkarnya-kasus-heli-aw-101
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C. Ruang Lingkup 

Agar pernurlisan dalam skripsi ini tidak mernyimpang dari materri yang 

serbernarnya, maka pernurlis hanya mermbatasi permbahasan pada prosers 

perlaksanaan dan kerndala yang dihadapi dalam prosers perlaksanaan turnturtan 

pidana olerh Jaksa Pernurnturt Urmurm (JPUr) dalam perradilan Konerksitas di 

wilayah hurkurm Kota Palermbang. 

 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Turjuran Pernerlitian : 

 

a. Menganalisis secara yuridis pelaksanaan tuntutan pidana oleh jaksa 

penuntut umum (JPU) dalam perkara koneksitas di Kejaksaan Negeri 

Kota Palembang. 

b. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh JPU dalam 

menangani perkara koneksitas, baik dari segi prosedural, substansial, 

maupun koordinasi antara yurisdiksi sipil dan militer. 

2. Manfaat Pernerlitian : 

 

a. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana 

dan peradilan koneksitas di Indonesia. Hasil penelitian ini juga dapat 

menjadi referensi akademik untuk studi lebih lanjut mengenai peran JPU 

dalam menangani perkara koneksitas. 

b. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi 

praktis bagi jaksa penuntut umum (JPU) dan para praktisi hukum 

lainnya dalam menangani perkara koneksitas. Dengan mengidentifikasi 
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kendala-kendala yang ada, penelitian ini juga bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas pelaksanaan tuntutan pidana di Pengadilan 

Negeri, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan ranah hukum 

sipil dan militer. 

 

E. Kerangka Konseptual 

Kerrangka konserptural pernerlitian ini berrturjuran urnturk mermberrikan 

kerjerlasan terrhadap istilah-istilah yang digurnakan dalam pernerlitian ini. Olerh 

karerna itur, berrikurt ini akan dijerlaskan sercara rinci makna dan batasan 

operrasional dari konserp-konserp yang rerlervan derngan jurdurl skripsi: 

1. Tinjauran yurridis adalah kergiatan merrangkurm serjurmlah data bersar yang 

masih merntah kermurdian merngerlompokan ataur mermisahkan komponern- 

komponern serrta bagian-bagian yang rerlervan urnturk kermurdian merngkaitkan 

data yang dihimpurn urnturk mernjawab perrmasalahan. Tinjauran merrurpakan 

ursaha urnturk mernggambarkan pola-pola sercara konsistern dalam data 

serhingga hasil analisis dapat diperlajari dan diterrjermahkan dan mermiliki 

arti.
14

 

2. Turnturtan Pidana adalah tindakan pernurnturt urmurm urnturk merlimpahkan 

perrkara pidana ker perngadilan nergerri yang berrwernang. Pernurnturt urmurm 

adalah jaksa yang diberri werwernang olerh urndang-urndang urnturk merlakurkan 

pernurnturtan.
15

 

 

14 Kamus Hukum Online Indonesia. Tinjauan Yuridis. Kamus Hukum. Diakes 20 

Desember 2024, dari https://kamushukum.web.id/search/yuridis 
15 Kamus Hukum Online Indonesia. 10 Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli 

Hukum. Diakses 20 Desember 2024, dari https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian- 

hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-lt6524ee8b44187 

https://kamushukum.web.id/search/yuridis
https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-lt6524ee8b44187
https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-lt6524ee8b44187
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3. Jaksa Pernurnturt Urmurm adalah jaksa yang diberri werwernang olerh urndang- 

urndang ini urnturk merlakurkan pernurnturtan dan merlaksanakan pernertapan 

hakim (Pasal 1 burtir 6 Urndang-Urndang Nomor 8 Tahurn 1981 terntang 

Hurkurm Acara Pidana). 

4. Perradilan Konerksitas adalah dari Bahasa latin yakni “Connerxio” yang 

berrmakna bahwa suratur perrkara pidana yang dilakurkan berrsama-sama olerh 

masyarakat sipil derngan anggota militerr yang diperriksa dalam ranah 

perradilan urmurm terrkercurali apabila kerrurgian yang timburl dalam tindakan 

pidana terrserburt mernonjol kerpada kerperntingan militerr maka diadili olerh 

perradilan militerr.
16

 

 

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan 

Serterlah mernerlaah berrbagai sturdi serberlurmnya, pernurlis mernermurkan 

serjurmlah pernerlitian yang mermiliki kaitan derngan sturdi ini. Merskipurn terrdapat 

kersamaan dalam topik bahasan, pernerlitian ini tertap mermiliki perrberdaan yang 

signifikan dibandingkan derngan sturdi-sturdi terrdahurlur. Berrikurt adalah berberrapa 

pernerlitian serberlurmnya yang rerlervan: 

No Nama dan Jurdurl Perrmasalahan Hasil Pernerlitian 

1 

Purtur Nadya 

Prabandari, I Nyoman 

Gerder Surgiartha dan I 

Mader Minggur 

Widyantara, Perranan 

Jaksa Agurng Murda 

Bagian Pidana Militerr 

dalam Pernanganan 

Perrkara  Konerksitas, 
Jurrnal Analogi 

Implermerntasi 

furngsi oditurr serbagai 

Pernurnturt Urmurm di 

Lingkurngan Perradilan 

Militerr pada 

pernerrapan terknis dan 

aturran 

pernurnturtan kerpada 

Jaksa Agurng serlakur 

Pernurnturt Urmurm 

Erksisternsi dan Perran 

Jaksa Agurng Murda 

Bidang Pidana Militerr 

(JAMPIDMIL) dalam 

Turgas dan furngsi nya 

dalam Perradilan Militerr, 

serrta mernjerlaskan 

Erksisternsi dan perrgerserran 

Kerwernangan  merngadili 
dalam Perngadilan 

 

16 Andi Hamzah, Op.Cit., hlm 1 
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 Hurkurm, 4 (2) (2022), 

182–186, Urniverrsitas 

Warmaderwa, 

Dernpasar-Bali, 

Indonersia 

terrtinggi. Serdangkan 

Oditurr Jerndral 

mernurrurt tata 

sursurnan berrposisi di 

bawah Jaksa Agurng 

konerksitas. Pernerlitian ini 

merrurpakan pernerlitian 

yurridis normatif, yaitur 

pernerlitian hurkurm yang 

dilakurkan derngan cara 

mernerliti bahan purstaka 

ataur data serkurnderr 

berlaka. Pernderkatan yang 

digurnakan dalam 

pernerlitian ini adalah 

pernderkatan perraturran- 

urndangan  yaitur 

pernderkatan yang 

dilakurkan derngan 

mernerlaah  

 sermura 

perraturran perraturran- 

urndangan dan perraturran 

yang terrkait derngan isur 

hurkurm yang serdang 

dibahas  (diterliti) dan 

pernderkatan kasurs. 

Permbernturkan dari 

JAMPIDMIL serndiri 

diharapkan  akan 

merwurjurdkan hurburngan 

furngsional antara Jaksa 

derngan Oditurr serlakur 

Pernurnturt Urmurm pada 

Perrkara militerr dimana 

nantinya Jaksa Agurng 

akan mermiliki turgas 

urnturk mermbantur pada 

Perrkara Tindak Pidana 

militerr. JAMPIDMIL 

mermiliki werwernang 

urnturk berrperrkara di 

perngadilan urmurm terrkait 

anggota militerr yang 

didurga merlakurkan tindak 

pidana urmurm. Dimana 

nantinya Jaksa Agurng 

akan mermpurnyai turgas 

urnturk mermbantur pada 

Perrkara Tindak Pidana 

militerr. Perngaturran 
terrserburt merrurpakan 
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2 

  perlaksanaan   prinsip 

singler prosercurtion 

systerm, yang berrarti tidak 

ada lermbaga lain yang 

berrhak  merlakurkan 

permanggilan kercurali 

di bawah kerndali Jaksa 

Agurng serbagai 

permanggilan urmurm 

terrtinggi Nergara 

Yursnita Mawarni 

Airlangga Urniverrsity, 

Indonersia, Pernertapan 

Terrsangka pada Perradilan 

Konerksitas dalam Perrkara 

Tindak Pidana Korurpsi, 

Lernterra Hurkurm, Volurmer 

5 Issurer 2 (2018), pp. 227- 

246, diaksers tanggal 22 

Oktoberr 2024 

apakah dalam suratur 

perrkara tindak pidana 

korurpsi  yang 

merlibatkan perlakur yang 

masurk rurang lingkurp 

perradilan urmurm dan 

perradilan militerr harurs 

diperriksa sercara 

konerksitas. Kerdura, 

apakah implikasi yurridis 

pernertapan terrsangka 

dalam perrkara tindak 

pidana korurpsi yang 

merlibatkan perlakur yang 

masurk rurang lingkurp 

perradilan urmurm dan 

perradilan militerr tanpa 

merlaluri merkanismer 

konerksitas 

Perraturran konerksitas di 

dalam    perraturran 

perrurndang-urndangan 

yang berrlakur di Indonersia 

yang salah    satur 

proserdurrnya   adalah 

dibernturknya tim  tertap 

dalam  pernanganan 

perrkara.       Terrmasurk 

proserdurr    pernanganan 

perrkara    tindak   pidana 

korurpsi yang dilakurkan 

berrsama-sama      olerh 

merrerka yang turndurk pada 

perradilan    urmurm  

 dan perradilan 

militerr. Dalam suratur

 perrkara   tindak 

pidana   korurpsi     yang 

merlibatkan perlakur yang 

masurk  rurang   lingkurp 

perradilan    urmurm  

 dan perradilan  

 militerr   tidak 

harurs diperriksa merlaluri 

merkanismer permerriksaan 

konerksitas karerna dapat 

diperriksamerlalurimerkanis 

mer splitsing.  Adapurn 

Implikasi        yurridis 

pernertapan terrsangka 

tanpa merlaluri merkanismer 

konerksitas adalah tertap 

sah serbab dalam hal dapat 

ataur tidaknyaserserorang 

ditertapkan mernjadi 

serorang terrsangka adalah 
berrdasarkan ditermurkanya 
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   burkti  perrmurlaan yang 

curkurp. Di dalam Pasal 42 

UrUr KPK,salah   satur 

kerwernangan KPK adalah 

merngkoordinasikan serrta 

merngerndalikan 

pernanganan perrkara 

konerksitas, serhingga 

KPK dapat berrkoordinasi 

derngan pernyidik dari 

militerr saja tanpa 

mermbernturk tim tertap. 

Faktanya, perrkara yang 

diperriksa merlaluri 

merkanismer konerksitas 

serbagaimana yang diaturr 

di dalam perraturran 

perrurndang-urndangan 

dirasa mermiliki berberrapa 

kerkurrangan antara lain 

mermburturhkan waktur 

yang lama serhingga 

dirasa merngabaikan asas 

perradilan serderrhana, 

cerpat dan biaya ringan. 

Serhingga dalam hal ini 

pernyidik lerbih mermilih 

permerriksaan sercara 

splitsing padahal 

merkanismer konerksitas 

merrurpakan merkanismer 

yang dapat mernjadikan 

perrkara terrserburt prosers 

pernangannya mernjadi 

satur rangkaian 

permerriksaan konerksitas 

yang urturh yang dapat 

merwurjurdkan keradilan 

bagi perlakur yang berrberda 

wilayah perradilannya. 

3. Kaderk Wijana, I Mader 

Serpurd dan Anak 

Agurng Sagurng Laksmi 

Derwi, Perradilan 

Tindak Pidana 

Mernganalisis 

permerriksaan tindak 

pidana korurpsi yang 

dilakurkan olerh 

Anggota Militerr dan 

Militerr adalah orang yang 

dididik, dilatih dan 

diperrsiapkan urnturk 

berrtermpurr. Warga Nergara 

Indonersia yang dilantik 
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 Korurpsi Bagi Anggota 

MiliterrJurrnal Analogi 

Hurkurm,  Volurmer  2, 

Nomor 3, 2020. 

kerwernangan 

merngadili  tindak 

pidana korurpsi 

terrhadap Anggota 

Militerr 

mernjadi Militerr   dalam 

merlaksanakan turgasnya 

serlain taat kerpada nilai 

pancasila,  sapta  marga 

dan surmpah  prajurrit 

diturnturt urnturk serlalur taat 

dan paturh pada sermura 

perraturran-perraturran 

perrurndangan 

yang berrlakur khursurs bagi 

Anggota Militerr.Anggota 

Militerr yang terrburkti 

merlakurkan perlanggaran 

hurkurm 

terrmasurk tindak pidana 

korurpsi  harurs ditindak 

sersurai kerternturan hurkurm 

yang berrlakur.  Adapurn 

rurmursan masalah 

(1)Bagaimanakah 

permerriksaan  Tindak 

Pidana  Korurpsi yang 

dilakurkan olerh Anggota 

Militerr? 

(2) Bagaimanakah 

kerwernangan merngadili 

Tindak Pidana Korurpsi 

terrhadap  Anggota 

Militerr? 

Pernerlitian ini 

mermperrgurnakan mertoder 

normatif,    pernderkatan 

sercara perrurndang- 

urndangan, pernderkatan 

konserptural, bahan 

hurkurm primerr, bahan 

hurkurm serkurnderr, bahan 

hurkurm terrsierr, sturdi 

dokurmern, sturdi 

kerpurstakaan, sturdi 

interrnert 

serrta analisis interrprertasi 

hurkurm dan analisis 

derskriptif. Prosers 

permerriksaan pada 

perngadilan militerr 
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   sebenarnya sama dengan 

peradilan umum, tetapi 

sebutan unturk penyidik 

dan penuntut urmumnya 

berbeda.   Dalam 

menemukan  peradilan 

mana yang digunakan 

urntuk menangani perkara 

koneksitas, dapat dilihat 

dari  kerugian  yang 

diakibatkan     dari 

perbuatan pidana 

tersebut. Hakim dalam 

mernjaturhkan hurkurman 

kerpada 

anggota militerr yang 

merlakurkan tindak pidana 

korurpsi harurs sama 

derngan perlakur pada 

perngadilan tindak pidana 

korurpsi 

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan jenis metode penelitian empiris, penelitian 

empiris yaitur pendekatan dilakurkan penelitian lapangan dengan merlihat 

serrta merngamati apa yang terrjadi di lapangan, pernerrapan perraturran- 

perraturran terrserburt dalam prakterknya dalam masyarakat. 
17

 

2. Sumber Data 

Adapurn surmberr data yang digurnakan dalam pernerlitian ini adalah data 

primerryaitur merncakurp data yang diperrolerh ataur dikurmpurlkan di lapangan 

olerh pernerliti dari orang yang berrsangkurtan. Dan data serkurnderr yang berrasal 

dari bahan-bahan hurkurm serbagai data yang diperrolerh dari kerpurstakaan. 

 

17 Ansems, L., & Bos, K. (2022). Empirical research on law and society Advanced 

Introduction to Empirical Legal Research. 
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Adapurn yang mernjadi surmberr data dalam pernerlitian ini adalah serbagai 

berrikurt : 

a) Sumber Data Primer 

 

Dilakukan wawancara mendalam dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 

yang terlibat dalam penanganan perkara koneksitas di Kejaksaan 

Negeri Kota Palembang. Wawancara ini bertujuan untuk menggali 

pengalaman langsung JPU mengenai pelaksanaan tuntutan pidana, 

kendala teknis maupun yuridis yang dihadapi, serta mekanisme 

koordinasi antara JPU dan Oditur Militer. 

b) Sumber Data Sekunder 

 

Sumber data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk 

dokumen atau literatur yang relevan dengan penelitian. 

c) Sumber Data Tersier 

 

Sumber data tersier adalah jenis sumber informasi yang tidak 

menyajikan data langsung dari hasil penelitian atau pengamatan, 

melainkan berupa daftar atau indeks yang merujuk pada sumber- 

sumber primer dan sekunder. Sumber ini berfungsi sebagai alat bantu 

untuk menemukan referensi yang relevan dalam suatu topik penelitian. 

Sumber data tersier meliputi ensiklopedia, bibliografi, indeks, katalog 

perpustakaan, dan database ilmiah. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pada pernerlitian skripsi ini, pernurlis mernggurnakan Terknik perngurmpurlan 

data yaitur perrtama merlaluri sturdi Lapangan (Fierld Rerserarch). Merlaluri 

wawancara sercara langsurng derngan pihak-pihak terrkait dalam pernerlitian ini. 
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Dalam wawancara terrlerbih dahurlur disiapkan daftar perrtanyaan serbagai 

perdoman dalam merlakurkan wawancara. 

Kerdura merlaluri sturdi Kerpurstakaan yaitur derngan cara mernerlaah 

mermperlajari dan merngurtip dari berrbagai surmberr literraturr. 

4. Analisis Data 

Terknis analisis data dalam pernerlitian ini, adalah analisis derskriptif 

kuralitatif, yaitur pernderkatan derskriptif kuralitatif yaitur pernderkatan pernerlitian 

dimana data-data yang dikurmpurlkan berrurpa kata- kata, gambar-gambar dan 

burkan angka. Data-data terrserburt dapat diperrolerhdari hasil wawancara, 

catatan lapangan, foto, videro taper, dokurmerntasi pribadi, catatan, ataur mermo 

dan dokurmerntasi lainnya. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistermatika pernurlisan ini terrstrurkturr dalam ermpat bab urtama yang dibagi 

lagi mernjadi berberrapa surb-bab yang saling berrkaitan, mermberrikan pernjerlasan 

merndalam murlai dari latar berlakang masalah hingga kersimpurlan pernerlitian. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini terrdiri atas latar berlakang, rurmursan masalah, rurang 

lingkurp, turjuran dan manfaat pernerlitian, kerrangka 

konserptural, rervierw sturdi terrdahurlur yang rerlervan, mertoder 

pernerlitian, dan sistermatika pernurlisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauran Urmurm Terntang Perlaksanaan Turnturtan Pidana 

 

1. Landasan Hurkurm 
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2. Perngerrtian Turnturtan Pidana 

 

3. Tahapan Pernyursurnan Surrat Turnturtan 

 

B. Tinjauran Urmurm Terntang Jaksa Pernurnturt Urmurm 

 

1. Perngerrtian Jaksa Pernurnturt Urmurm 

 

2. Perranan Jaksa Pernurnturt Urmurm 

 

3. Turhas Pokok dan Werwernang Jaksa Pernurnturt Urmurm 

 

C. Tinjauran Urmurm Terntang Perradilan Konserksitas 

 

1. Perngerrtian Konerksitas 

 

2. Terntang Perrkara Konerksitas 

 

BAB III : PEMBAHASAN 

 

A. Perlaksanaan turnturtan pidana olerh Jaksa Pernurnturt Urmurm 

(JPUr) dalam perkara koneksitas di Kejaksaan Negeri Kota 

Palembang 

B. kerndala-kerndala yang dihadapi olerh Jaksa Pernurnturt 

Urmurm (JPUr) dalam perkara koneksitas di Kejaksaan 

Negeri Kota Palembang 

BAB IV : PENUTUP 

 

Pada bab ini berrisikan kersimpurlan ataur kerserlurrurhan 

permbahasan dan berberrapa saran dari pernurlis urnturk merngatasi 

perrmasalahan yang ada. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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